PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS
TERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesiapan alat pertahanan
hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan
pendukungnya, perlu diberikan fasilitas pajak
pertambahan nilai atas penyerahan hewan khusus
tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya
yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta
Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung
Pemerintah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6994);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6995);

6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 398);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023
tentang Mekanisme Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 737);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS
TERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN
PENDUKUNGNYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang.

2. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang PPN.



-3 -

3. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa
kena pajak yang dikenai pajak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang PPN.

4. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN.

5. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

6. Modul Pembuatan Faktur Pajak adalah modul pembuatan
Faktur Pajak pada portal wajib pajak atau laman lain yang
terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat
Jenderal Pajak.

7. Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat
pemberitahuan untuk suatu masa pajak PPN.

8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta
perubahannya.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2
PPN yang terutang atas penyerahan hewan khusus tertentu
berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya kepada
Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia,
ditanggung pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar
100% (seratus persen).

Pasal 3

(1) Hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan
pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:

a. kuda kavaleri; dan
b. perlengkapan pendukungnya.

(2) Rincian jenis kuda kavaleri serta perlengkapan
pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
PPN terutang yang ditanggung pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan PPN yang terutang sejak
tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 5
(1) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan hewan khusus
tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat:
a. Faktur Pajak; dan
b. laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.
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Dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, harus dicantumkan keterangan “PPN
DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK
NOMOR ... TAHUN 2025".

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicantumkan dengan cara memilih keterangan “PPN
DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK
NOMOR ... TAHUN 2025” pada Modul Pembuatan Faktur

Pajak.
Dalam hal keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PMK NOMOR ... TAHUN 20257

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia
dalam Modul Pembuatan Faktur Pajak, Pengusaha Kena
Pajak mencantumkan keterangan “PPN DITANGGUNG
PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR ... TAHUN
2025” pada kolom referensi Faktur Pajak.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan
pendukungnya, merupakan laporan realisasi PPN
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b.

Pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa
PPN Masa Pajak saat Peraturan Menteri ini diundangkan
sampai dengan Masa Pajak Desember 2025, dapat
diperlakukan sebagai laporan realisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang disampaikan
paling lambat tanggal 28 Februari 2026.

Pasal 6

PPN yang terutang atas penyerahan hewan khusus

tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditanggung
pemerintah dalam hal:

a. objek yang diserahkan bukan merupakan hewan
khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan
pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3;

b. PPN terutang di luar periode sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4,

c. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak
dan/atau laporan realisasi PPN ditanggung
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1); dan/atau

d. dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak mencantumkan
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2).
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(2) Atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda
serta perlengkapan pendukungnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai PPN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Pasal 7
Pelaksanaan dan  pertanggungjawaban subsidi pajak
ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025 terhadap PPN
ditanggung pemerintah atas penyerahan hewan khusus
tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 652
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HEWAN KHUSUS TERTENTU
BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN
2025

RINCIAN JENIS KUDA KAVALERI SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA
YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH

No. Rincian
1. Kuda Batalyon Kavaleri
2. Pelana Upacara
3. Tali Kekang Kuda Upacara
4. Sepatu Tunggang Upacara
S. Selabrak Upacara
6. Selabrak Harian
7. Karet Perut
8. Sanggurdi Logam
9. Tapal Kuda
10. Cambuk Panjang
11. Cambuk Pendek
12 Tali Sanggurdi
13. Amben
14. Martinggal
15. Brongsong Tunggang
16. Tali Lasso Nilon
17. Tali Lasso Gerigi
18. Kendali Logam
19. Brongsong Mandi
20. Tali Penuntun
21. Spoor Lengkap
22. Kerok/Roskam
23. Sikat Kuku
24. Kain Lap Flanel
25. Gunting Suri
26. Sisir Logam
27. Cungkil Kuku
28. Paku Lapel Logam
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No. Rincian
29. Tali Longsel Nilon

30. Bak Makan

31. Bak Minum

32. Tas Perlengkapan

33. Sepatu Kuda Khusus

34. Boat Depan Belakang

35. Pelindung Kuku Kuda

36. Jubah Kuda Untuk Upacara

37. Tutup Kepala Kuda

38. Segitiga Dada Kuda

39. Kantong Kotoran Kuda

40. Perlengkapan Pelatihan Upacara
41. Seragam Upacara Penunggang
42. Suplemen Khusus

43. Obat Kuda

44, Kandang Kavaleri Kuda Portable

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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